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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Umum  
 Pada saat ini kebutuhan masyarakat akan terus meningkat, baik 
masyarakat yang hidup di daerah pedesaan maupun daerah perkotaan mereka 
sama-sama mempunyai kebutuhan untuk melakukan pergerakan dari satu tempat 
ke tempat lainnya, dan untuk mendukung kebutuhan / kegiatan tersebut adalah 
jalan raya. Jalan merupakan perana penting dalam arus lalu lintas, sehingga dalam 
masa layannya diusahakan menghindari masalah yang berhubungan dengan 
kerusakan jalan. Jalan yang terbebani akibat kendaraan yang melintas karena 
tekanan beban kendaraan yang melewati jalan secara berulang-ulang akan 
menyebabkan pernurunan kualitas jalan tersebut yang akan diketahui dari kondisi 
permukaan jalan. 
Pada perencanaan jalan raya, tebal perkerasan yang ditentukan harus 
dengan sedemikian rupa sehingga jalan tersebut dapat memberikan pelayanan 
yang optimal oleh lalu lintas sesuai dengan umur yang sudah direncanakan. 
Rencana akhir ini adalah dapat terwujud konstruksi jalan yang memiliki standar 
tinggi dan memiliki fungsi jalan dan peranannya. 
Perencanaan konstruksi jalan yang direncanakan memiliki beberapa aspek 
kontruksi yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaannya, antara 
lain (Sukirman, 1992 : 83) : 
• Klasifikasi dan fungsi jalan 
• Kinerja perkerasan  
• Umur rencana jalan 
• Lalu lintas  
• Sifat tanah dasar 
• Faktor lingkungan (keadaan fisik dan topografi) 
• Material yang tersedia dan ekonmis penggunaannya 
• Geometrik jalan  
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2.2 Klasifikasi Dan Fungsi Jalan 
2.2.1 Jalan 
Undang-undang Republik Indonesia No.38 Tahun 2004 menyatakan 
bahwa jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi semua bagian 
jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan 
bagi lalu lintas. Menurut undang-undang jalan juga dibagi menjadi tiga yaitu : 
1. Jalan Umum  : jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. 
2. Jalan Tol  : jalan umum yang merupakan bagian sistem 
jaringan jalan sebagai jalan nasional di mana pengguna diwajibkan 
membayar tol. 
3. Jalan Khusus : jalan yang di bangun oleh instansi, badan usaha, 
perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepetingan tertentu. 
2.2.2 Fungsi Jalan 
Menurut undang-undang RI No.38 Tahun 2004 jaringan jalan dapat dibuat 
sesuai dengan peran dan wewenang pembinan masing-masing. Seperti Jalan 
Nasional, Jalan Propinsi, Jalan Kabupaten/Kotamadya dan Jalan Khusus. 
Klasifikasi jalan berdasarkan fungsinya yaitu : 
1. Jalan arteri, yaitu jalan umum yang melayani angkutan utama dengan 
ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan 
masuk dibatasi secara berdaya guna. 
2. Jalan kolektor, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 
pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, 
kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk yang dibatasi. 
3. Jalan lokal, yaitu jalan umum yang melayani angkutan setempat 
dengan ciri perjalan dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan 
masuk yang tidak dibatasi. 
Jalan arteri merupakan jalan utama, sedangkan jalan kolektor dan lokal 
adalah jalan minor. Berdasarkan klasifikasi jaringan jalan merupakan dimensi dan 
muatan sumbu diatur oleh PP No.43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas 
jalan kemudian dibagi dalam beberapa kelas, yaitu : 
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1. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri yang bisa dilewati kendaraan bermotor 
termasuk muatan dalam ukuran lebar tidak lebih 2,5 meter, ukuran 
panjang tidak melebihi 18 meter dan muatan sumbu terberat yang 
diizinkan adalah 10 ton. 
2. Jalan kelas II, yaitu jalan yang bisa dilewati kendaraan bermotor 
termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak lebih dari 2,5 meter, 
ukuran panjang tidak melebihi 18 meter dan muatan sumbu terberat 
yang diizinkan 10 ton. 
3. Jalan kelas III A, yaitu jalan arteri atau kolektor yang bias dilewati 
kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak lebih 
2,5 meter, ukuran panjang tidak melebihi 18 meter dan muatan sumbu 
terberat yang diizinkan adalah 8 ton. 
4. Jalan kelas IIIB, yaitu jalan kolektor yang bias dilewati kendaraan 
bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak lebih 2,5 meter, 
ukuran panjang tidak melebihi 12 meter dan muatan sumbu terberat 
yang diizinkan adalah 8 ton. 
5. Jalan kelas IIIC, yaitu jalan lokal yang bias dilewati kendaraan 
bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak lebih dari 2,1 
meter, ukuran panjang tidak melebihi 9 meter dan muatan sumbu 
terberat yang diizinkan adalah 8 ton. 
2.3 Jenis Konstruksi Perkerasan 
Menurut Tenriajeng (1999), Berdasarkan bahan pengikatnya, konstruksi 
perkerasan jalan dapat dibedakan menjadi: 
1. Konstruksi perkerasan lentur (Flexible Pavement), yaitu perkerasan 
yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat, lapisan 
perkerasaannya bersifat memikul dan menyebarkan beban lalu lintas 
ke tanah dasar. 
2. Konstruksi perkerasan kaku (rigid pavement), yaitu perkerasan yang 
menggunakan semen (portland cement) sebagai bahan pengikat. Plat 
beton dengan atau tanpa tulangaan diletakkan di atas tanah dasar 
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dengan atau tanpa lapis pondasi bawah. Beban lalu lintas sebagian 
besar dipikul oleh plat beton. 
3. Konstruksi perkerasan komposit (composite pavement), yaitu 
perkerasan kaku yang dikombinasikan dengan perkerasan lentur dapat 
berupa perkerasan lentur di atas perkerasan kaku, atau perkerasan kaku 
di atas perkerasan lentur. 
2.4 Kinerja Perkerasan 
Kinerja perkerasan jalan (Pavement Performance) meliputi tiga hal 
menurut (Sukirman 1999), adalah: 
1. Keamanan, dapat ditentukan dengan besarnya gesekan yang terjadi 
karena kontak antara permukaan ban dan permukaan jalan. Besarnya 
gaya gesek yang terjadi dipengaruhi bentuk dan kondisi ban, tekstur 
permukaan jalan, cuaca, dan sebagainya. 
2. Wujud perkerasan (structural perkerasan), sehubungan dengan kondisi 
fisik dari jalan tersebut seperti adanya retak-retak, amblas, alur, 
gelombang dan sebagainya. 
3. Fungsi pelayanan, peran perkerasan tersebut memberikan pelayanan 
kepada pengguna jalan. Wujud perkerasan dan fungsi pelayanan pada 
umumnya merupakan kesatuan yang dapat diibaratkan dengan umum 
dalam “mengemudi yang nyaman”. 
2.5 Perkerasan Lentur (Flexible Pavement) 
 Perkerasan lentur (Flexible Pavement) menurut Tenriajeng (1999) 
merupakan perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. 
Perkerasan lentur terdiri dari beberapa lapis yaitu lapisan permukaan (surface 
course), lapis podasi (base course), lapis pondasi bawah (subbase course), lapisan 
tanah dasar (subgrade). 
  2.5.1 Lapisan Pondasi Bawah (Subbase Course) 
Merupakan lapis perkerasan yang terletak di atas lapisan tanah dasar. 
Lapisan ini harus menggunakan agregat yang bergradasi baik untuk memberi daya 
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dukung yang optimal terhadap lapisan yang ada diatasnya. Fungsi utama dari lapis 
pondasi bawah menurut (Tenriajeng, 1999): 
1. Bagian dari konstruksi perkerasan untuk mendukung dan menyebarkan 
beban roda. 
2. Pengguna material pada lapisan ini lebih murah dibanding lapisan 
perkerasan diatasnya, sehingga bisa dijadikan opsi untuk tebal 
perkerasan yang baik dan terjangkau. 
3. Sebagai peresapan untuk mencegah tanah dasar masuk ke dalam lapis 
pondasi. 
4. Agar pekerjaan berjalan dengan lancar maka lapisan ini harus 
dikerjakan dengan baik karena akan berpengaruh pada lapisan 
diatasnya. 
5. Untuk menahan partikel-partikel halus dari tanah dasar agar tidak naik 
ke lapis pondasi atas 
2.5.2 Tanah Dasar (Subgrade) 
Tanah dasar diletakkan di bawah lapisan pondasi bawah yang berupa tanah 
asli yang dipadatkan untuk mendukung perkerasan jalan. Subgrade dapat berupa 
tanah asli yang dipadatkan, tanah yang didatangkan dari tempat lain lalu 
dipadatkan, atau tanah yang distabilisasi dengan kapur atau bahan lainnya asli 
seperti yang ada pada Gambar 2.1, Gambar 2.2 dan Gambar 2.3 . Fungsi tanah 
dasar adalah sebagai bahan yang mampu menahan beban lalu lintas dan untuk 
menghindari meresapnya air ke dalam lapisan-lapisan perkerasan yang ada di 
atasnya. Susunan lapis perkerasan lentur dapat dilihat pada Gambar 2.4. 
Gambar 2.1 Tanah Dasar Berupa Galian (Tenriajeng,1999) 
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Gambar 2.2 Tanah Dasar Berupa Timbunan (Tenriajeng, 1999) 
 
Gambar 2.3 Tanah Dasar Berupa Tanah Asli (Tenriajeng,1999) 
 
Gambar 2.4 Susunan Lapisan Perkerasan (Tenriajeng,1997) 
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2.6 Parameter Perencanaan Perkerasan Lentur 
 Berikut adalah parameter yang diperlukan untuk desain perencanaan tebal 
perkerasan lentur pada ruas jalan batas Kota Bojonegoro – Kabupaten Tuban 
dengan menggunakan metode Analisa Komponen Departemen Pekerjaan Umum 
1987. 
2.6.1 Umur Rencana 
 Dalam umur rencana perkerasan jalan adalah jumlah tahun dari saat jalan 
tersebut dibuka untuk lalu lintas kendaraan sampai kondisi perkerasan perlu suatu 
perbaikan yang cukup struktural. Penggunaan umur rencana perkerasan lentur 
biasanya 20 tahun dan masa perawatan jalan 10 tahun. Desain perencanaan lapis 
perkerasan yang lebih dari 20 tahun tidak lagi ekonomis, karna pertumbuhan lalu 
lintas yang setiap tahunnya meningkat terlalu besar dan sulit untuk mendapatkan 
kualitas yang memadai (Sukirman, 1999). 
2.6.2 Lalu Lintas Rencana  
 Dalam menentukan tebal lapisan perkerasan yang direncanakan harus 
sesuai dengan beban yang dipikul oleh perkerasan tersebut. Dalam merencanakan 
perkerasan lentur parameter yang diperlukan dalam menentukan beban yang 
diterima perkerasan yaitu menentukan jumlah jalur, koefisien distribusi 
kendaraan, angka ekivalen beban sumbu kendaraan, lalu lintas rata-rata harian dan 
lintas ekivalen. 
2.6.2.1 Faktor Pertumbuhan Lalu Lintas 
 Dalam menentukan faktor pertumbuhan lalu lintas berdasarkan dari data-
data pertumbuhan (historical growth data) atau korelasi dengan faktor 
pertumbuhan lain yang berlaku. Jika tidak tersedia data maka dapat menggunakan 
Tabel 2.1 dengan rentang tahun (2015-2035). 
Tabel 2.1 Faktor laju Pertumbuhan lalu lintas (i)(%)  
 Jawa Sumatera Kalimantan 
Rata-rata 
Indonesia 
Arteri dan 
Perkotaan 
4,80 4,83 5,14 4,75 
Kolektor Rural 3,50 3,50 3,50 3,50 
Jalan Desa 1,00 1,00 1,00 1,00 
 (Sumber : Manual Desain Perkerasan 2017) 
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 Pertumbuhan lalu lintas selama umur rencana bisa di hitung dengan rumus 
Persamaan 2.1. 
𝑅 =  
(1+0,01 𝑖)𝑈𝑅−1
0,01 𝑖
 ........................(2.1) 
Dengan : 
 R = Faktor pengali pertumbuhan lalu lintas komulatif. 
 i = Laju Pertumbuhan lalu lintas tahunan (%). 
 UR = Umur rencana (tahun). 
2.6.2.2 Jumlah Jalur dan Koefisien Distribusi Kendaraan (C) 
 Dalam merencanakan jalan yang diartikulasikan biasannya memiliki satu 
jalur atau beberapa jalur, jika jalan tidak memiliki tanda batas jalur maka jumlah 
jalur dapat ditentukan dari lebar jalan tersebut berdasarkan Tabel 2.2. 
Tabel 2.2 Jumlah Lajur Berdasarkan Lebar Perkerasan  
 
 
 
 
 
(Sumber : Departemen Pekerjaan Umum, 1987) 
 Dengan menentukan presentase kendaraan yang dapat ditentukan dengan 
menggunakan koefisien distribusi kendaraan (C) untuk kendaraan ringan dan 
kendaraan berat yang lewat pada jalur yang direncanakan, ditentukan sesuai Tabel 
2.3. 
Tabel 2.3 Koefisien Distribusi Kendaraan (C)  
Jumlah 
Lajur 
Kendaraan Ringan *) Kendaraan Berat **) 
1 Arah 2 Arah 1 Arah 2 Arah 
1 Lajur 1,00 1,00 1,00 1,000 
2 Lajur 0,60 0,50 0,70 0,500 
3 Lajur 0,40 0,40 0,50 0,475 
4 Lajur - 0,30 - 0,450 
5 Lajur - 0,25 - 0,425 
6 Lajur - 0,20 - 0,400 
*)   berat total < 5 ton, misalnya mobil penumpang pick up, mobil hantaran. 
**) berat total > 5 ton, misalnya bus, truk, traktor, semi trailler, trailer 
(Sumber : Departemen Pekerjaan Umum, 1987) 
Lebar Perkerasan (L) Jumlah Lajur (n) 
L < 5,50 m 1 Jalur 
5,50 m ≤ L ≤ 8,25 m 2 Jalur 
8,25 m ≤ L ≤ 11,25 m 3 Jalur 
11,25 m ≤ L ≤ 15,00 m 4 Jalur 
15,0 m ≤ L ≤ 18,75 m 5 Jalur 
18,75 m ≤ L ≤ 22,00 m 6 Jalur 
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2.6.2.3 Angka Ekivalen (E) Beban Sumbu Kendaraan 
 Setiap kendaraan memiliki angka ekivalen beban sumbu masing-masing 
dibedakan berdasarkan golongan sumbu yang ditentukan dengan menggunakan 
Persamaan 2.2 dan 2.3. 
• Sumbu Tunggal  
E = [
𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑠𝑢𝑚𝑏𝑢 𝑡𝑢𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙 (𝑘𝑔)
8160
]
4
 ................................... (2.2) 
• Sumbu Ganda  
E = 0,086 [
𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑠𝑢𝑚𝑏𝑢 𝑡𝑢𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙 (𝑘𝑔)
8160
]
4
 ......................... (2.3) 
 Selain menggunakan rumus angka ekivalen, beban sumbu kendaraan juga 
dapat ditentukan dengan menggunakan Tabel 2.4. 
Tabel 2.4 Angka Ekivalen (E) Beban Sumbu Kendaraan  
Beban Sumbu Angka Ekivalen 
Kg Lb Sumbu Tunggal Sumbu Ganda 
1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 
8160 
9000 
10000 
11000 
12000 
13000 
14000 
15000 
16000 
 
2205 
4409 
6614 
8818 
11023 
13228 
15432 
17637 
18000 
19841 
22046 
24251 
26455 
28660 
30864 
33069 
35276 
0,0002 
0,0036 
0,0183 
0,0577 
0,1410 
0,2923 
0,5415 
0,9238 
1,0000 
1,4798 
2,2555 
3,3022 
4,6770 
6,4419 
8,6647 
11,4184 
14,7815 
- 
0,0003 
0,0016 
0,0050 
0,0121 
0,0251 
0,0466 
0,0794 
0,0860 
0,1273 
0,1940 
0,2840 
0,4022 
0,5540 
0,7452 
0,9820 
1,2712 
(Sumber : Departemen Pekerjaan Umum, 1987) 
2.6.2.4 Lalu Lintas Harian Rata-rata dan Lintas Ekivalen 
a. Jumlah lalu lintas harian rata-rata (LHR) memiliki jenis lalu lintas harian 
rata-rata dalam jenis kendaraan bermotor, LHR untuk setiap jenis 
kendaraan bermotor ditentukan pada awal umur rencana. Yang dihitung 
untuk dua arah pada jalan tanpa median atau masing-masing arah pada 
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jalan dengan median. Pada umur rencana dapat dihitung dengan 
persamaan 2.4. 
LHRa = LHRb x (1+i)n…………………………….. (2.4) 
 Dengan : 
  a = LHR akhir tahun 
  b = LHR awal umur 
  n = Akhir umur – awa umur 
  i = Pertumbuhan lalu lintas  
b. Lintas Ekivalen Permulaan (LEP) dihitung dengan rumus persamaan 2.5. 
LEP =  ∑ LHRj
n
j=1  x Cj x Ej ................................... (2.5) 
 Dengan : 
  J = Jenis kendaraan 
c. Lintas Ekivalen Akhir (LEA) dihitung dengan rumus persamaan 2.6. 
LEA = ∑ LHRj
n
j=1 (1 + i)
UR x Cj x Ej  ................... (2.6) 
 Dengan : 
  UR = Umur rencana 
  i = Pertumbuhan lalu lintas 
  j = Jenis kendaraan 
d. Lintas Ekivalen Tengah (LET) dihitung dengan rumus persamaan 2.7. 
LET = 
1
2
 x (LEP + LEA) ........................................ (2.7) 
e. Lintas Ekivalen Rencana (LER) dihitung dengan rumus persamaan 2.8. 
LER = LET x FP  .................................................. (2.8) 
 Dengan : 
  FP = Faktor Penyesuaian, diperoleh dari persamaan 2.9. 
FP        = UR/10 .................................................... (2.9) 
 
2.6.3 Daya Dukung Tanah 
 Daya dukung tanah (DDT) atau kekuatan tanah dasar (subgrade) adalah 
lapisan tanah dasar yang paling atas memiliki kemampuan tanah untuk menerima 
beban yang bekerja padanya. Untuk mendapatkan nilai daya dukung tanah dapat 
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ditentukan dengan beberapa macam pengujian seperti uji CBR (California 
Bearing Ratio) laboratorium, Mr (Resilient Modulus), DCP (Dynamic Cone 
Penetrometer). Dimana tujuan dari uji tersebut adalahuntuk mengetahui daya 
dukung tanah yang dinyatakan dalam nilai CBR dengan satuan persen (%), untuk 
nilai daya dukung tanah ditetapkan berdasarkan grafik korelasi Gambar 2.5. 
Gambar 2.5 Grafik Korelasi DDT dan CBR (DPU, 1987) 
(Sumber : Departemen Pekerjaan Umum, 1987) 
 Semakin besar nilai CBR tanah semakin besar juga nilai kemampuannya 
untuk mendukung beban kendaraan yang diterima tanpa mengalami deformasi 
yang berarti. Nilai yang mewakili dari sejumlah nilai CBR yang didapatkan, 
ditentukan sebagai berikut (DPU, 1987) : 
1. Tentukan nilai CBR terendah. 
2. Tentukan berapa banyak masing-masing nilai CBR yang sama dan lebih 
besar. 
3. Angka jumlah terbanyak dinyatakan 100% jumlah lainnya merupakan 
presentase 100% 
4. Dibuat grafik hubungan antara harga CBR dan presentase jumlah. 
5. Nilai CBR yang mewakili adalah yang didapat dari angka presentase 90%. 
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2.6.4 Faktor Regional (FR) 
 Faktor regional menyatakan bahwa faktor yang menunjukan keadaan 
lingkungan setempat dimana setiap negara memiliki keadaan lingkungan yang 
berbeda seperti air tanah, curah hujan, perubahan temperatur (iklim) dan bentuk 
alinyemen (tikungan dan kelandaian) yang dapat mempengaruhi nilai FR. Nilai 
Faktor Regional dapat dilihat pada Tabel 2.5. 
Tabel 2.5 Faktor Regional (FR)  
 
Kelandaian I 
(< 6%) 
Kelandaian II 
( 6 – 10 %) 
Kelandaian III 
(> 10%) 
% kendaraan 
berat 
% kendaraan 
berat 
% kendaraan 
berat 
≤ 30% > 30% ≤ 30% > 30% ≤ 30% > 30% 
Iklim I < 900 mm/th 0,5 1,0 – 1,5 1,0 1,5 – 2,0 1,5 2,0 – 2,5 
Iklim II > 900 mm/th 1,5 2,0 – 2,5 2,0 2,5 – 3,0 2,5 3,0 – 3,5 
(Sumber : Departemen Pekerjaan Umum, 1987) 
2.6.5 Indeks Permukaan (IP) 
 Indeks permukaan akan digunakan untuk menyatakan tingkat kerataan 
atau kehalusan dan kekokohan permukaan jalan untuk meningkatkan pelayanan 
lalu lintas bagi pengendara yang lewat. Berikut adalah nilai IP beserta 
pengertiannya. 
1. IP = 1,0 Menyatakan permukaan jalan dengan keadaan rusak berat 
sehingga sangat menganggu lalu lintas kendaraan. 
2. IP = 1,5 Menyatakan tingkat pelayanan terendah yang masih 
mungkin jalan tidak terputus. 
3. IP = 2,0 Menyatakan tingkat pelayanan rendah bagi jalan yang 
masih cukup. 
4. IP = 2,5 Menyatakan permukaan jalan yang masih cukup stabil dan 
baik. 
Untuk menentukan indeks permukaan (IP) pada akhir umur rencana perlu 
dipertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi klasifikasi fungsional jalan 
dan jumlah lintas ekivalen rencana (LER), seperti pada Tabel 2.6 berikut. 
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Tabel 2.6 Indeks Permukaan (IPt) Pada Akhir Umur Rencana 
LER = 
Lintas 
Ekivalen 
Rencana *) 
Klasifikasi Jalan 
Lokal Kolektor Arteri Tol 
< 10 1,0 – 1,5 1,5 1,5 – 2,0 - 
10 – 100 1,5 1,5 -2 ,0 2,0 - 
100– 1000 1,5 – 2,0 2,0 2,0 – 2,5 - 
> 1000 - 2,0 – 2,5 2,5 2,5 
*) LER dalam satuan angka ekivalen 8,16 ton beban sumbu tunggal 
(Sumber : Departemen Pekerjaan Umum, 1987) 
Dalam menentukan Indeks permukaan pada awal umur rencana (IPo) perlu 
diperhatikan jenis lapis permukaan jalan (kerataan/kehalusan serta kekokohan) 
pada awal umur rencana dapa dilihat pada Tabel 2.7. 
Tabel 2.7 Indeks Permukaan (IPo) Pada Awal Umur Rencana 
Jenis Permukaan IPo 
Roughness *) 
(mm/km) 
LASTON ≥ 4 ≤ 1000 
 3,9 – 3,5 > 1000 
LASBUTAG 3,9 – 3,5 ≤ 2000 
 3,4 – 3,0 > 2000 
HRA 3,9 – 3,5 ≤ 2000 
 3,4 – 3,0 > 2000 
BURDA 3,9 – 3,5 < 2000 
BURTU 3,4 – 3,0 < 2000 
LAPEN 3,4 – 3,0 ≤ 3000 
 2,9 – 2,5 > 3000 
LATASBUM 2,9 – 2,5  
BURAS 2,9 – 2,5  
LATASIR 2,9 – 2,5  
JALAN TANAH ≤ 2,4  
JALAN KERIKIL ≤ 2,4  
*) Alat pengukur roughness yang dipakai adalah roughometer NAASRA, 
yang dipasang pada kendaraan standar Datsun 1500 station wagon dengan 
kecepatan kendaraan ± 32 km per jam. 
(Sumber : Departemen Pekerjaan Umum, 1987) 
2.6.6 Indeks Tebal Permukaan (ITP) 
 Untuk mencari nilai Indeks Tebal Permukaan (ITP) harus menggunakan 
Nomogram sesuai dengan nilai IPo dan IPt, kemudian dapat dilihat contoh 
pengunaan nomogran pada Gambar 2.6. 
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Gambar 2.6 Contoh Penggunaan Nomogram  
(Sumber : Departemen Pekerjaan Umum, 1987) 
 Nilai Indeks Tebal Permukaan (ITP) dapat di gunakan untuk mencari nilai 
D1, D2, dan D3 dari persamaan 2.10, sebagai berikut : 
ITP = a1D1 + a2D2 + a3D3 ............................................ (2.10) 
Dengan pengertian : 
  ITP  = Indeks Tebal Permukaan 
 a1, a2, a3 = Koefisien kekuatan relatif bahan perkerasan (Tabel 2.8) 
 D1, D2, D3 = Tebal masing-masing lapis perkerasan (cm) 
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2.6.7 Koefisien Kekakuan Relatif (a) 
 Koefisien kekakuan relatif adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai 
lapis permukaan, lapis pondasi atas, dan lapis pondasi bawah yang disajikan 
dalam Tabel 2.8 dibawah. 
Tabel 2.8 Koefisien Kekuatan Relatif (a)  
Koefisien Kekuatan 
Relatif 
Kekuatan Bahan 
Jenis Bahan 
a1 a2 a3 MS (kg) 
Kt 
(kg/cm) 
CBR 
(%) 
0,40 
0,35 
0,35 
0,30 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
744 
590 
454 
340 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Laston 
0,35 
0,31 
0,28 
0,26 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
744 
590 
454 
340 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Lasbutag 
0,30 - - 340 - - HRA 
0,26 - - 340 - - Aspal macadam 
0,25 - - - - - Lapen (mekanis) 
0,20 - - - - - Lapen (manual) 
- 0,28 - 590 - - 
Laston atas - 0,26 - 454 - - 
- 0,24 - 340 - - 
- 0,23 - - - - Lapen (mekanis) 
- 0,19 - - - - Lapen (manual) 
- 0,15 - - 22 - 
Stab. Tanah dengan semen 
- 0,13 - - 18 - 
- 0,15 - - 22 - 
Stab. Tanah dengan kapur 
- 0,13 - - 18 - 
- 0,14 - - - 100 Batu pecah (kelas A) 
- - - - - 80 Batu pecah (kelas B) 
- - - - - 60 Batu pecah (kelas C) 
- - 0,13 - - 70 Sirtu/Pitrun (kelas A) 
- - 0,12 - - 50 Sirtu/Pitrun (kelas A) 
- - 0,11 - - 30 Sirtu/Pitrun (kelas A) 
- - 0,10 - - 20 Tanah/lempng kepasiran 
(Sumber : Departemen Pekerjaan Umum, 1987) 
2.6.8 Batas Tebal Minimum Tebal Lapisan Perkerasan 
 Tebal lapis perkerasan berdasarkan Indeks Tebal Perkerasan (ITP) lapis 
permukaan, lapis pondasi atas dan lapis pondasi bawah masing-masing 
mempunyai batas minimum ketebalannya yang didapat dari nomogram. Untuk 
setiap lapisannya dapat dilihat pada Tabel 2.9, Tabel 2.10, dan Tabel 2.11. 
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Tabel 2.9 Tebal Minimum Lapis Permukaan (D1)  
ITP 
Tebal Minimum 
(cm) 
Bahan 
< 3,00 5 Lapis pelindung : (Buras/ Burtu/ Burda) 
3,00 – 7,49 5 Lapen/ Aspal macadam, HRA, Lasbutag, Laston 
6,71 – 7,49 7,5 Lapen/ Aspal macadam, HRA, Lasbutag, Laston 
7,50 – 9,99 7,5 Lasbutag, Laston 
≥ 10,00 10 Laston 
(Sumber : Departemen Pekerjaan Umum, 1987) 
Tabel 2.10 Tebal Minimum Lapis Pondasi Atas (D2)  
ITP 
Tebal 
Minimum (cm) 
Bahan 
< 3,00 15 
Batu pecah, stabilitas tanah dengan semen. Stabilitas 
tanah dengan kapur 
3,00 - 7,49 
20 *) 
 
10 
Batu pecah, stabilitas tanah dengan semen. Stabilitas 
tanah dengan kapur 
Laston atas 
7,50 – 9,99 
20 
 
15 
Batu pecah, stabilitas tanah dengan semen. Stabilitas 
tanah dengan kapur, pondasi macadam 
Laston atas 
10 – 12,14 20 
Batu pecah, stabilitas tanah dengan semen. Stabilitas 
tanah dengan kapur, pondasi macadam, Lapen, Laston 
atas 
≥ 12,25 25 
Batu pecah, stabilitas tanah dengan semen. Stabilitas 
tanah dengan kapur, pondasi macadam, Lapen, Laston 
atas 
(Sumber : Departemen Pekerjaan Umum, 1987) 
Tabel 2.11 Tebal Minimum Lapis Pondasi Bawah (D3)  
Untuk setiap nilai ITP bila digunakan pondasi bawah, tebal minimum 
adalah 10 cm. 
(Sumber : Departemen Pekerjaan Umum, 1987) 
2.7 Perkerasan Kaku (Rigid Pavement) 
Menurut Kementrian Pekerjaan Umum (2011) Perkerasan kaku (Rigid 
Pavement) diartikan sebagai struktur perkerasan yang terdiri dari plat beton semen 
yang bersambung (tidak menerus) dengan tulangan atau tanpa tulangan dan plat 
beton menerus dengan tulangan yang terletak diatas lapis pondasi bawah, tanpa 
atau dengan aspal sebagai lapis permukaan. Struktur perkerasan jalan beton semen 
atau sering disebut dengan perkerasan kaku pada umumnya terdiri dari bagian-
bagian yang terlihat seperti Gambar 2.7 dibawah ini. 
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Gambar 2.7 Struktur Perkerasan Beton Semen 
(Sumber : Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, 2003) 
 Perkerasan beton kaku akan mendistribusikan beban ke tanah dasar 
sehingga bagian terbesar dari kapasitas struktur perkerasan diperoleh dari pelat 
beton itu sendiri. Adanya beragam kekuatan dari tanah dasar dan pondasi bawah 
hanya berpengaruh kecil terhadap kapasitas struktural perkerasannya. 
2.8 Parameter Perencanaan Perkerasan Kaku 
 Berikut adalah parameter perencanaan desain tebal perencanaan 
perkerasan kaku pada ruas jalan batas Kota Bojonegoro – Kabupaten Tuban, 
dengan menggunakan metode Pd T-14-2003 yang diterbitkan oleh Departemen 
Pemukiman dan Prasarana Wilayah didalam pedoman Perencanaan Perkerasan 
Jalan Beton Semen. 
2.8.1 Tanah Dasar (Subgrade) 
 Tanah dasar adalah sebagian dari permukaan jalan yang disiapkan untuk 
menerima kontruksi perkerasan tersebut. Tanah dasar ini merupakal lapisan yang 
menerima beban lalu lintas selanjutnya akan diteruskan atau disebarkan oleh 
kontruksi perkerasan. Daya dukung tanah dasar ditentukan dengan pengujian CBR 
insitu atau CBR labolatorium, masing-masing untuk perencanaan tebal perkerasan 
lama dan perkerasan baru.  
2.8.2 Lapis Pondasi (Subbase) 
 Lapis pondasi yang terletak diantara tanah dasar dan pelat beton semen 
memiliki fungsi utama dari lapisan ini adalah sebagai lantai kerja yang rata. 
Apabila lapis pondasi (subbase) tidak rata, maka pelat beton juga tidak rata. Tebal 
lapis pondasi bawah minimum yang disarankan dapat melihat pada Gambar 2.8 
dan CBR tanah dasar efektif didapat pada Gambar 2.9. 
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Gambar 2.8 Tebal Pondasi Bawah Minimum 
(Sumber : Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, 2003) 
Gambar 2.9 CBR Tanah Dasar Efektif 
(Sumber : Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, 2003) 
2.8.3 Perencanaan Tebal Pelat 
 Tebal perencanaan pelat dapat dihitung dari total kerusakan fatik dan erosi 
yang dihitung berdasarkan komposisi lalu lintas selama umur rencana. Tebal 
rencana merupakan tebal taksiran yang paling kecil dan mempunyai total fatik dan 
kerusakan erosi lebih kecil dari 100% dalam menentukan tebal taksiran 
menggunakan Gambar 2.10. Sedangkan analisa fatik dan analisa erosi sesuai 
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pada Gambar 2.11 dan Gambar 2.12. Grafik yang digunakan harus sesuai 
dengan keadaan lapangan, data perencanaan dan juga memperlihatkan nilai fcf  
dan FKB. Penggunaan grafik tebal taksiran pelat beton lebih lengkap pada pada 
Lampiran B Pedoman Perencanaan Perkerasan Jalan Beton Semen (Departemen 
Pemukiman dan Prasarana Wilayah, 2003). 
Gambar 2.10 Tebal Taksiran Pelat Beton, fcf = 4,25 Mpa, Lalu Lintas Luar Kota, 
dengan Ruji, FKB = 1.2 
(Sumber : Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, 2003) 
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Gambar 2.11 Analisa Fatik dan Repetisi Beban Ijin, Berdasarkan Rasio 
Tegangan, dengan/tanpa bahu beton 
(Sumber : Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, 2003) 
 
Gambar 2.12 Analisa Erosi dan Jumlah Repetisi Beban Ijin, Berdasarkan Faktor 
Erosi, dengan Bahu Beton 
(Sumber : Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, 2003) 
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2.8.4 Beton Semen 
 Kekuatan beton harus dinyatakan dalam nilai kuat tarik lentur (flexural 
strenght) umur 28 hari, yang didapat dari hasil pengujian balok dengan 
pembebanan tiga titik (ASTM C-78) yang besarnya secara tipikal sekitar 3-5 Mpa 
(30-50 kg/cm2). 
 Kuat tarik lentur beton yang diperkuat dengan bahan serat penganti seperti 
serat baja, aramit atau serat karbon harus mencapai kuat tarik lentur 5-5,5 Mpa 
(50-55 kg/cm2). Kekuatan rencana harus dinyatakan dengan kuat tarik lentur 
karakteristik yang dibulatkan hingga 0,25 Mpa (2,5 kg/cm2) terdekat. Hubungan 
antara kuat tekan karakteristik dengan kuat tarik lentur beton dapat didekati 
dengan persamaan 2.11 dan 2.12 (Departemen Pemukiman dan Prasarana 
Wilayah, 2003) : 
fcf = K (fc’)0,50 dalam Mpa atau ....................................... (2.11) 
fcf = 3,13 K (fc’)0,50 dalam kg/cm2 .................................. (2.12) 
Dengan pengertian : 
 fc' = kuat tekan beton karakteristik 28 hari (kg/cm2) 
 fcf = kuat tarik lentur beton 28 hri (kg/cm2)  
 K = konstan 0,7 untuk agregat tidak pecah dan 0,75 agregat pecah 
 Kuat tarik lentur juga dapat ditentukan dari hasil uji kuat tarik belah beton 
yang dilakukan menurut SNI 03-2491-1991 sesuai dengan persamaan 2.13 dan 
2.14 : 
fcf = 1,37.fcs  dalam Mpa atau.....................................................(2.13) 
fcf = 13,44.fcs dalam kg/cm
2.......................................................(2.14) 
Dengan pengertian :  
 fcs = kuat tarik belah beton 28 hari 
2.8.5 Lalu Lintas 
 Menurut Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah (2003) dalam 
menentukan beban lalu-lintas rencana untuk perkerasan beton semen, dinyatakan 
dalam jumlah sumbu kendaraan niaga (commercial vehicle), sesuai dengan 
konfigurasi sumbu pada lajur rencana selama umur rencana. Lalu lintas harus 
dianalisis berdasarkan hasil perhitungan volume lalu lintas dan konfigurasi sumbu 
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menggunakan data terahir atau 2 tahun terahir. Seriap jenis kendaraan memiliki 
konfigurasi sumbu yang berbeda-beda. Untuk sumbu depan merupakan sumbu 
tunggal roda tunggal, sedangkan untuk sumbu belakang bisa berupa tunggal atau 
sumbu ganda. Kendaraan yang ditinjau untuk perencanaan perkerasan beton 
semen adalah yang mempunyai berat total minimum 5 ton. Seperti yang 
ditunjukan dalam Tabel 2.12 berdasarkan tipe kendaraan dan golongan tertentu 
dengan konfigurasi beban. 
Tabel 2.12 Konfigurasi Beban Gender dan Faktor Truk 
(Sumber : Hardiyatmo, 2017) 
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2.8.5.1 Umur Rencana 
 Umur rencana perkerasan jalan ditentukan atas pertimbangan klasifikasi 
fungsional jalan, pola lanlu lintas serta nilai ekonomi jalan yang bersangkutan. 
Yang dapat ditentukan antara lain dengan metode benefit cost ratio, internal rate 
of retrune, kombinasi dari metode tersebut atau cara lain yang tidak terlepas dari 
pola pengembangan wilayah. Umumnya perkerasan kaku dapat direncanakan 
dengan umur rencana (UR) 20 tahun sampai 40 tahun, menurut Departemen 
Permukiman dan Prasarana Wilayah (2003). 
2.8.5.2 Lalu lintas Rencana 
 Lalu lintas rencana adalah jumlah komulatif sumbu kendaraan niaga pada 
lajur yang direncanakan selama umur rencana, meliputi proporsi sumbu serta 
distribusi beban pada setiap jenis sumbu kendaraan. Beban pada suatu jenis 
sumbu secara tipikal dikelompokan dalam interval 10 kN (1 ton) bila diambil dari 
survai beban. Jumlah sumbu kendaraan niaga selama umur rencana dihitung 
dengan persamaan 2.15 dengan rumus berikut : 
JSKN = JSKNH x 365 x R x C ....................................... (2.15) 
Dengan pengertian : 
JSKN  = Jumlah total sumbu kendaraan niaga selama umur rencana. 
JSKNH = Jumlah total sumbu kendaraan niaga perhari pada saat jalan 
dibuka. 
R = Faktor pertumbuhan komulatif dari persamaan 2.1 yang besarnya 
tergantung pada besarnya lalu lintas dan umur rencana. 
C = Koefisien distribusi kendaraan Tabel 2.3. 
2.8.5.3 Faktor Keamanan Beban  
 Dalam penentuan beban rencana, beban sumbu kendaraan dikalikan 
dengan faktor keamanan beban (FKB). Faktor keamanan beban yang digunakan 
berkaitan adanya berbagai tingkat realibilitas perencanaan seperti pada Tabel 
2.13. 
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Tabel 2.13 Faktor Keamanan Beban (FKb) 
No Penggunaan 
Nilai 
FKB 
1 
Jalan bebas hambatan utama (major freeway) dan jalan berlajur banyak, 
yang aliran lalu lintasnya tidak terhambat serta volume kendaraan niaga 
yang tinggi. 
Bila menggunakan data lalu-lintas dari hasil survai beban (weight-in-
motion) dan adanya kemungkinan route alternatif, maka nilai faktor 
keamanan beban dapat dikurangi menjadi 1,15. 
1,2 
2 
Jalan bebas hambatan (freeway) dan jalan arteri dengan volume 
kendaraan niaga menengah. 
1,1 
3 Jalan dengan volume kendaraan niaga rendah. 1,0 
(Sumber : Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, 2003) 
2.8.6 Perencanaan Tulangan 
 Tujuan utama dalam  perencanan penulangan ialah : 
1. Membatasi lebar retakan pada beton, agar kekuatan pelat tetap dapat 
dipertahankan dan memberi hasil yang maksimal. 
2. Memungkinkan penggunaan pelat yang lebih panjang, dengan tujuan 
untuk mengurangi jumlah sambungan melintang sehingga dapat 
meningkatkan kenyamanan dalam berkendara. 
3. Mengurangi biaya pemeliharaan 
Jumlah tulangan yang diperlukan diperngaruhi oleh jarak sambungan 
susut, sedangkan dalam hal beton bertulang menerus, diperlukan jumlah tulangan 
yang cukup untuk menggurangi sambungan susut. 
2.8.6.1 Perkerasan Beton Semen Bersambung Tanpa Tulangan 
 Pada perkerasan beton semen bersambung tanpa tulangan, ada 
kemungkinan penulangan perlu dipasang guna mengendalikan retak. Bagian-
bagian pelat yang diperkirakan akan mengalami retak akibat konsentrasi tegangan 
yang tidak dapat dihindari dengan pengaturan pola sambungan, maka pelat harus 
diberi tulangan. Penerapan tulangan umumnya dilaksanakan pada: 
1. Pelat dengan bentuk tak lazim (odd-shaped slabs), disebut bentuk tidak 
lazim apabila perbandingan antara panjang dengan lebar lebih besar dari 
1,25 atau bila pola sambungan pada pelat tidak benar-benar berbentuk 
bujur sangkar atau peregi empat panjang. 
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2. Pelat yang menggunakan sambungan tidak sejalur (mismatched joints). 
3. Pelat yang berlubang (pits or structural). 
2.8.6.2 Perkerasan Beton Semen Bersambung Dengan Tulangan 
 Perkerasan beton semen bersambung dengan tulangan adalah perkerasan 
beton semen yang menggunakan tulangan pada sambungan memanjang maupun 
melintang jalan. 
 Menurut Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah (2003), luas 
penampang tulangan dapat dihitung dengan persamaan 2.16 berikut: 
As = 
μ.L.M.g.h
2.𝑓𝑠
 .................................................................... (2.16) 
Dimana : 
As = Luas penampang tulangan baja (mm2/m lebar pelat) 
fs = Kuat tarik ijin tulangan (MPa). Biasanya 0,6 kali tengah leleh 
g = Gravitasi (m/detik2) 
h = Tebal pelat beton (m) 
L = Jarak antara sambungan yang tidak diikat dan/atau tepi bebas pelat (m) 
M = Berat per satuan volume pelat (kg/m3) 
µ = Koefisien gesek antara pelat beton dan pondasi bawah 
 Jika pada tulangan memanjang dan tulangan melintang menggunakan 
tulangan berbentuk anyaman, maka luas penampag tulangan memanjang dan 
tulangan melintang yang berbentuk empat persegi panjang dan bujur sangkar 
beserta berat per satuan luas di tunjukan pada Tabel 2.14. 
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Tabel 2.14 Ukran dan Berat Tulangan Polos Anyaman Las 
Tulangan 
Memanjang 
Tulangan 
Melintang 
Luas Penampang 
Tulangan 
Berat per 
Satuan Luas 
(kg/m2) Diameter 
(mm) 
Jarak 
(mm) 
Diameter 
(mm) 
Jarak 
(mm) 
Memanjang 
(mm2/m) 
Melintang 
(mm2/m) 
Empat Persegi Panjang 
12,5 
11,2 
100 
100 
8 
8 
200 
200 
1227 
986 
251 
251 
11,606 
9,707 
10 100 8 200 785 251 8,138 
9 100 8 200 636 251 6,967 
8 100 8 200 503 251 5,919 
7,1 100 8 200 396 251 5,091 
9 200 8 250 318 201 4,076 
8 200 8 250 251 201 3,552 
Bujur Sangkar 
8 100 8 100 503 503 7,892 
10 200 10 200 393 393 6,165 
9 200 9 200 318 318 4,994 
8 200 8 200 251 251 3,946 
7,1 200 7,1 200 198 198 3,108 
6,3 200 6,3 200 156 158 2,447 
5 200 5 200 98 98 1,542 
4 200 4 200 63 63 0,987 
(Sumber : Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, 2003) 
2.8.6.3 Perkerasan Beton Semen Menerus Dengan Tulangan 
 Tulangan memanjang yang dibutuhkan pada perkerasan beton semen 
bertulang menerus dengan tulangan dihitung dari persamaan 2.17 berikut:  
𝑃𝑠 = 
100.fct.(1,3−0,2µ)
𝑓𝑦−𝑛𝑓𝑐𝑡
 ..................................................... (2.17) 
Dimana: 
Ps = Presentase luas tulangan memanjang yang dibutuhkan terhadap luas 
penampang beton (%) 
Fct = Kuat tarik langsung beton = (0,4 – 0,5 fct) (kg/cm2) 
Fy = Tegangan leleh rencana baja (kg/cm2) 
n = Angka ekivalen antara baja dan beton dapat di pilih pada Tabel 2.15  
µ = Koefisien gesekan antara pelat beton dengan lapisan dibawahnya 
Es = Modulus elastisitas baja = 2,1 x 106 (kg/cm2) 
Ec = Modulus elastisitas beton = 1485 √ f’c (kg/cm2) 
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Tabel 2.15 Hubungan Kuat Tekan Beton dan Angka Ekivalen Baja dan Beton (n) 
f’c (kg/cm2) n 
175 – 225 
235 – 285 
290 – ke atas 
10 
8 
6 
(Sumber : Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, 2003) 
Presentase minimum dari tulangan memanjang pada perkerasan beton 
menerus adalah 0,6% luas penampang beton. Jumlah optimum tulangan 
memanjang perlu dipasang agar jarak dan lebar retakan dapat dikendalikan. 
Menurut Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah (2003), secara teoritis 
jarak antara retakan pada perkerasan beton menerus dengan tulangan dihitung dari 
persamaan 2.18 berikut : 
Lcr = 
𝑓𝑐𝑡2
𝑛 .𝑝2.𝑢 .𝑓𝑏 (𝜀𝑠.𝐸𝑐−𝑓𝑐𝑡)
 ..................................... (2.18) 
Dimana: 
Lcr = Jarak teoritis antara retakan (cm) 
p = Perbandingan luas tulangan memanjang dengan luas penampang beton 
u = Perbandingan keliling terhadap luas tulangan = 4/d 
fb = Tegangan lekat antara tulangan dengan beton = (1,97√f’c)/d (kg/cm2) 
εs = Koefisien susut beton = (400.10-6) 
fct = Kuat tarik langsung beton = (0,4 – 0,5 fcf) (kg/cm2) 
n = Angka ekivalensi antara baja dan beton = (Es/Ec) 
Ec = Modulus elastisitas beton = 14850√ f’c   (kg/cm2) 
Es = Modulus elastisitas baja = 2,1x106 (kg/cm2) 
 Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjamin didapatnya retakan-
retakan yang halus dan jarak antara retakan  yang optimus antara lain: 
1. Presentase tulangan yang digunakan dan perbandingan antara keliling dan 
luas tulangan harus besar. 
2. Perlu menggunakan tulangan ulir (deformed bars) untuk memperoleh 
tegangan lekat yang lebih tinggi. 
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Jarak retakan teoritis yang dihitung dengan persamaan diatas harus 
memberikan hasil antara 150 dan 250 cm. jarak antara tulangan 100mm – 255 m. 
Diameter batang tulangan memanjang berkisar antara 12 mm dan 20 m. 
2.8.7 Sambungan 
 Fungsi dari sambungan pada perkerasan beton semen ditunjuk untuk : 
1. Membatasi tegangan dan pengendalian retak yang terjadi dan disebabkan 
oleh penyusutan karena pengaruh lenting serta beban lalu-lintas. 
2. Memudahkan dalam pelaksanaannya. 
3. Mengakomodasi gerakan pelat. 
Jenis sambungan pada perkerasan beton ada beberapa macam antara lain : 
1. Sambungan memanjang dengan batang pengikat (tie bars). 
Pemasangan sambungan ini ditunjuk untuk mengendalikan terjadinya 
retak memanjang. 
2. Sambungan pelaksanaan memanjang. 
Sambungan ini umumnya dilakukan dengan cara penguncian sehingga 
bentuk dan ukuran penguncian dapat berbentuk trapesium atau setengah 
lingkaran seperti Gambar 2.13. 
Gambar 2.13 Ukuran standar penguncian sambungan memanjang 
(Sumber : Departeen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, 2003) 
3. Sambungan susut memanjang 
Sambungan susut memanjang dapat dilakukan dengan mengergaji atau 
dibentuk pada saat beton masih plastis dengan kedalaman sepertiga dari 
tebal pelat. 
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4. Sambungan susut dan sambungan pelaksanaan melintang. 
Ujung sambunganini harus tegak lurus terhadap sumbu memanjang jalan 
dan tepi perkerasannya. 
5. Sambungan susut melintang. 
Sambungan ini harus dilengkapi dengan ruji polos panjang 45 cm, jarak 
antara ruji 30 cm dengan keadaan lurus dan bebas dari tonjolan tajam yang 
akan berpengaruh pada gerakan bebas pada saat pelat beton menyusut 
seperti pada Gambar 2.14. 
Gambar 2.14 Sambungan susut melintang dengan ruji 
(Sumber : Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, 2003) 
6. Sambungan pelaksanaan melintang. 
Sambungan pelaksanaan melintang yang tidak direncanakan (darurat) 
harus menggunakan batang pengikat berulir, sedangkan untuk sambungan 
yang direncanakan harus memakai batang tulangan polos yang diletakan di 
tengah tebal pelat seperti pada Gambar 2.15. 
Gambar 2.15 Sambungan pelaksanaan yang direncanakan dan yang tidak 
direncanakan untuk pengecoran pada lajur 
(Sumber : Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, 2003) 
7. Sambungan isolasi. 
Sambungan isolasi harus dilengkapi dengan bahan penutup (joint sealer) 
setebal 5 – 7 mm dan sisanya di isi bahan pengisi (joint filler) karna 
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merupakan sambungan pemisah antara perkerasan dan bangunan lain 
misalnya jembatan, tiang listrik, jalan lama, persimpangan dan lain 
sebagainya. Berikut contoh persimpangan yang membutuhkan sambungan 
isolasi dapat dilihat pada Gambar 2.16. 
Gambar 2.16 Contoh persimpangan yang membutuhkan sambungan 
isolasi 
(Sumber : Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah) 
Dalam pedoman Pd-T-14-2003 semua sambungan lurus di tutup dengan 
bahan penutup (joint sealer), kecuali pada sambungan isolasi karena sambungan 
isolasi merupakan sambungan yang memisahkan perkerasan dengan bangunan 
lain sehingga terlebih dahulu harus diberi bahan pengisi (joint filler). 
2.8.8 Ruji (Dowel) 
 Ruji berupa batang baja tulangan polos maupun ulir, yang dipasang 
sebagai sistem penyaluran beban, sehingga pelat yang berdampingan dapat 
bekerja sama tanpa terjadi perbedaan penurunan yag berarti juga sebagai sarana 
penyambung atau pengikat pada beberapa jenis sambungan pelat beton perkerasan 
jalan. Dowel berfungsi sebagai penyalur beban pada sambungan yang dipasang 
dengan separuh panjang terikat dan setengah panjang ruji dilumasi atau dicat 
untuk menjamin tidak ada ikatan dengan beton. Diameter ruji tergantung pada 
tebal pelat beton yang direncanakan sebagaimana yang terlihat pada Tabel 2.16. 
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Tabel 2.16 Diameter Ruji 
No Tebal pelat beton, h(mm) Diameter ruji (mm) 
1 125 < h ≤ 140 20 
2 140 < h ≤ 160 24 
3 160 < h ≤ 190 28 
4 190 < h ≤ 220 33 
5 220 < h ≤ 250 36 
• Jarak dowel 300 mm 
• Panjang dowel 450 mm 
(Sumber : Hardiyatmo, 2017) 
2.9 Rencana Anggaran Biaya 
 Dalam merencanakan sebuah konstruksi tentu memerlukan perkiraan 
biaya untuk mengetahui berapa besar biaya yang diperlukan untuk membangun 
sesuatu proyek konstruksi. Tanpa adanya rencana anggaran biaya (RAB) sangat 
mungkin terjadinya pembengkakan biaya karena pembelian bahan yang tidak 
sesuai dengan volume yang ada dilapangan, upah pekerja yang tidak terkontrol 
dengan baik, pengadaan alat yang boros, dan berbagai dampak lainnya. Sehingga 
peran rencana anggaran biaya (RAB) sangat penting dalam sebuah proyek. 
2.9.1 Pengertian Rencana Anggaran Biaya 
 Rencana anggaran menurut Syawaldi adalah : 
1. Perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta 
biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau 
suatu proyek tertentu. 
2. Merencanakan sesuatu bangunan dalam bentuk dan faedah dalam 
penggunaannya, beserta besarnya biaya yang diperlukan susunan-susunan 
pelaksanaan dalam bidang administrasi maupun pelaksanaan pekerjaan 
dalam bidang teknik. 
Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam penyusunan anggaran biaya 
antara lain : 
1. Anggaran Biaya Kasar (Taksiran) sebagai pedomannya digunakan harga 
satuan setiap meter persegi luas lantai. Namun anggaran biaya kasar dapat 
juga sebagai pedoman dalam penyusunan RAB yang dihitung secara teliti. 
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2. Anggaran Biaya Teliti, anggaran biaya proyek yang dihitung secara teliti 
dan cermat sesuai dengan ketentuan proyek dan syarat-syarat penyusunan 
anggaran biaya. 
2.9.2 Tujuan Rencana Anggaran Biaya 
 Tujuan dari RAB adalah membuat suatu pikiran atau rencana yang sesuai 
dengan volume maupun harga satuan setiap jenis tenaga kerja, bahan dan 
peralatan yang digunakan. Sehingga kita mengetahui berapa besar rencana harga 
bagian atau item pekerjaan sebagai pedoman untuk mengeluarkan biaya-biaya 
dalam masa pelaksanaannya. Selain itu supaya konstruksi yang direncanakan 
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 
2.9.3 Fungsi Rencana Anggaran Biaya 
 Rencana anggaran biaya ini menjadi dasar dalam merencanakan sebuah 
proyek sehingga diketahui jenis dan besarnya pekerjaan yang akan dilaksanakan. 
Berdasarkan RAB tersebut dapat diketahui jenis dan besarnya pekerjaan yang 
dilaksanakan. Dari RAB juga dapat diputuskan peralatan apa saja yang nantinya 
perlu dibeli langsung atau hanya perlu sewa. Maka RAB dalam sebuah 
perencanaan sangat diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan dan 
sebagai pengontrol pelaksanaan pekerjaan. 
2.9.4 Analisa Harga Satuan Dasar (HSD) 
 HSD merupakan komponen untuk menyusun harga harga satuan pekerjaan 
(HSP) memerlukan HSD tenaga kerja, HSD alat, dan HSD bahan. Setelah 
memperoleh data dari HSD masing-masing data tersebut masuk dalam 
rekapitulasi RAB untuk selanjutnya dikalikan dengan volume seperti contoh tabel 
analisa harga satuan pekerjaan lapis perekat pada Tabel 2.17. Berikut ini 
diberikan langkah-langkah perhitungan HSD komponen menurut HSPK Tuban 
(2018). 
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Tabel 2.17 Contoh analisa harga satuan pekerjaan lapis perekat 
No Uraian Koef Satuan 
Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah 
Harga (Rp) 
A Tenaga     
1 Mandor 0.006 OH 163.000,00 978,00 
2 Pembantu Tukang 0.03 OH 115.000,00 3450,00 
Total Harga Tenaga 4.428,00 
B Bahan     
3 Minyak Tanah 0.4889 Liter 11.900,00 10.478,00 
4 Aspal Curah 0.6417 Kg 11.800,00 3.011,00 
Total Harga Bahan 13.489,00 
C Peralatan     
5 Sewa Dump Truck 0.003 Jam 71.900,00 216,00 
6 Sewa Aspal Sprayer 0.003 Jam 30.400,00 91,00 
7 Sewa Compressor 0.003 Jam 103.400,00 310,00 
Total Harga Peralatan 617,00 
Total Harga 18.534,00 
(Sumber : Kementrian Pekerjaan Umum, 2016) 
2.9.4.1 Langkah Perhitungan HSD Tenaga Kerja 
 Untuk menghitung harga satuan pekerjaan, maka perlu ditetapkan dahulu 
bahan rujukan harga standar untuk upah sebagai HSD tenaga kerja. Langkah 
perhitungan HSD tenaga kerja menurut Kementrian Pekerjaan umum 2016 adalah 
sebagai berikut : 
1. Tentukan jenis keterampilan tenaga kerja yang diutuhkan, misal pekerja 
(P), tukang (Tx), mandor (M), atau kepala tukang (KaT). 
2. Kumpulkan data upah yang sesuai dengan peraturan daerah (Gubernur, 
Walikota, Bupati) setempat, data upah hasil survai di lokasi yang 
berdekatan dan berlaku untuk daerah tempat lokasi pekerjaan akan 
dilakukan. 
3. Perhitungkan tenaga kerja yang didatangkan dari luar daerah dengan 
memperhitungkan biaya makan, menginap dan transport selama masa 
kontrak. 
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4. Tentukan jumlah hari efektif bekerja selama satu bulan (24 – 26 hari), dan 
jumlah jam efektif dalam satu hari (7 jam) 
5. Hitung biaya upah masing-masing pekerja yaitu dihitung per jam per 
orang. 
6. Rata-ratakan seluruh dari biaya upah per jam sebagai upah rata-rata per 
jam. 
Contoh penggunaan Harga Satuan Dasar (HSD) tenaga kerja seperti pada 
Tabel 2.18. 
Tabel 2.18 Contoh daftar harga satuan dasar (HSD) upah per jam 
No Uraian Kode Satuan 
Harga 
Satuan 
(Rp) 
Keterangan 
1 Pekerja P Jam 4.657,31 - 
2 Tukang T Jam 5.963,57 - 
3 Mandor M Jam 7.281,29 - 
4 Operator O Jam 4.054,29 - 
5 Pembantu Operator PuO Jam 3.582,86 - 
6 Sopir S Jam 6.600,00 - 
7 Pembantu Sopir PuS Jam 4.337,14 - 
8 Mekanik M Jam 3.928,57 - 
9 Pembantu Mekanik PuM Jam 2.857,14 - 
10 Kepala Tukang KaT Jam 5.000,00 - 
(Sumber : Kementrian Pekerjaan Umum, 2016) 
2.9.4.2 Langkah Perhitungan HSD Alat 
Analisis HSD alat memerlukan data upah seperti operator atau supir, 
spesifikasi alat meliputi tenaga mesin, kapasitas kerja alat (m³), umur ekonomis 
alat (dari pabrik pembuatnya), jam kerja dalam satu tahun, dan harga alat. Faktor 
lainnya adalah komponen investasi alat meliputi suku bunga bank, asuransi alat, 
faktor alat yang spesifik seperti faktor bucket untuk Excavator, harga perolehan 
alat, dan Loader. Contoh penggunaan Harga Satuan Dasar (HSD) alat seperti pada 
Tabel 2.19 (Kementrian Pekerjaan Umum, 2016). 
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Tabel 2.19 Contoh daftar harga satuan dasar (HSD) dump truck 10 ton 
No Uraian Kode Satuan Koef 
Harga 
Satuan 
(Rp) 
Jumlah 
Harga 
(Rp) 
A Uraian Peralatan      
1 Jenis Peralatan Dump Truck 10 Ton - - 
2 Tenaga Pw HP 190 - - 
3 Kapasitas Cp Ton 10 - - 
4 
 
 
 
 
Alat Baru: 
a. Umur Ekonimis 
b. Jam Kerja dalam 1 Tahun 
c. Harga Alat 
 
A 
W 
B 
 
Tahun 
Jam 
Rp 
 
5 
2000 
420000000 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
B Biaya Pasti Per Jam Kerja      
1 Nilai Sisa Alat (10% x B) C Rp 42000000 - - 
2 Faktor Angsuran Modal (
𝑖 𝑥 (1+𝑖)𝐴
(1+𝑖)𝐴−1
) D - 0.26 - - 
3 
Biaya Pasti Per Jam 
a. Biaya Pengembalian Modal 
(
(𝐵−𝐶)𝑥𝐷
𝑊
) 
b. Asuransi (
0,002𝑥𝐵
𝑊
) 
 
E 
 
 
F 
 
Rp 
 
 
Rp 
 
49.857 
 
 
420,00 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 Biaya Pasti Per Jam (E + F) G Rp 50.377,72 - - 
C Biaya Operasi Per Jam Kerja      
1 
Bahan Bakar (12%-15%) x Pw x 
Ms 
H Rp 149.302,38 - - 
2 
 
Pelumas (2,5%-3%) x Pw x Mp 
Biaya Bengkel (
(6,25% 𝑑𝑎𝑛 8,75%) 𝑥 𝐵
𝑊
) 
I 
J 
Rp 
Rp 
85.500,00 
18.375 
- 
- 
- 
- 
3 Perawatan (
(12,5%−17,5%) 𝑥 𝐵
𝑊
) K Rp 26.250,00 - - 
4 Operator (1 orang/jam) x U1 L Rp 4.179,29 - - 
5 
Pembantu Operator(1 
orang/jam)xU2 
M RP 3.707,86 - - 
 
Biaya Operasi Per Jam 
(H+I+J+K+L+M) 
P Rp 287.314,52 - - 
D Total Biaya Sewa Alat/Jam (G+P) S Rp 337.592,52 - - 
       
E Lain-lain      
1 Tingkat Suku Bunga i % / Th 10 - - 
2 Upah Operator / Supir / Mekanik U1 Rp/jam 4179.29 - - 
3 
Upah Pmb Operator/Pmb Supir/P,b 
Mekanik 
U2 Rp/jam 3707.86 - - 
4 Bahan Bakar Solar Ms Liter 6543.35 - - 
5 Minyak Pelumas Mp Liter 18000 - - 
(Sumber : Kementrian Pekerjaan Umum, 2016)  
2.9.4.3 Langkah Perhitungan HSD Bahan 
Dalam menentukan harga standar bahan atau HSD bahan perlu 
menetapkan rujukan harga standar bahan arau HSD baha per satuang pengukuran 
standar. Analisis HSD bahan memerlukan data harga bahan baku, serta biaya 
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transportasi dan biaya produksi bahan baku menjadi bahan olahan atau bahan jadi. 
Produksi bahan memerlukan alat yang mungkin lebih dari satu alat. Setiap alat 
dihitung kapasitas produksinya dalam satuan pengukuran per jam, dengan cara 
memasukkan data kapasitas alat, faktor efisiensi alat, faktor lain dan waktu siklus 
masing-masing. HSD bahan terdiri atas harga bahan baku atau HSD bahan baku, 
HSD bahan olahan, dan HSD bahan jadi. Perhitungan harga satuan dasar (HSD) 
bahan yang diambil dari quarry dapat menjadi dua macam, yaitu berupa bahan 
baku (batu kali/gunung, pasir sungai atau gunung dll), dan berupa bahan olahan 
(misalnya agregat kasar dan halus hasil produksi mesin pemecah batu dan lain 
sebagainya). 
Harga bahan di quarry berbeda dengan harga bahan yang dikirim ke base 
camp atau ke tempat pekerjaan, karena perlu biaya tambahan berupa biaya 
pengangkutan material dari quarry ke base camp. Contoh penggunaan Harga 
Satuan Dasar (HSD) alat seperti pada Tabel 2.20 (Kementrian Pekerjaan Umum, 
2016).  
Tabel 2.20 Contoh daftar harga satuan dasar (HSD) bahan 
No Uraian Kode Satuan Volume 
Harga 
Satuan (Rp) 
Jumlah 
Harga 
(Rp) 
1 Pasir Pasang Pp m3 - 25.750,00 - 
2 Pasir Beton Pb m3 - 20.000,00 - 
3 Batu Kali Bk m3 - 19.500,00 - 
4 Batu Belah Bb m3 - 9.000,00 - 
5 Gravel Grv m3 - 8.000,00 - 
6 Aspal Cement Ac Ton - 1.100.000,00 - 
7 Sirtu Srt m3 - 17.500,00 - 
8 Pasir Urug Pu m3 - 18.000,00 - 
9 Tanah Timbun Ttbn m3 - 20.300,00 - 
10 Material Pilihan Mpil m3 - 20.300,00 - 
 
Jumlah Harga 
Pekerjaan 
A Rp    
 PPN (10% x A) B Rp    
 Total  (A+B) C RP    
(Sumber : Kementrian Pekerjaan Umum, 2016) 
